
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1254, 2020 BAWASLU. Jadwal Retensi Arsip. Pencabutan. 

 

 

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN 2020 

TENTANG 

JADWAL RETENSI ARSIP  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi, 

efektivitas, dan efisiensi kinerja dalam pengelolaan, 

pemeliharaan, dan perawatan arsip Badan Pengawas 

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kecamatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar 

Negeri berdasarkan jadwal retensi arsip sebagai kesatuan 

kerangka kearsipan nasional; 

  b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan 

Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, 

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, perlu ada penyesuaian pengaturan 

dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di 
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Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai 

kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri serta 

kesekretariatan, sehingga perlu diganti; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang 

Jadwal Retensi Arsip; 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); 

  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 
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  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas 

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); 

  6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Urusan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 622) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Urusan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 58); 

  7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Sektor Perekonomian Urusan Komunikasi dan 

Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 2088); 

  8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

117); 

  9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

168); 
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  10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Urusan 

Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 365); 

  11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Urusan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 551); 

  12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan 

Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 665); 

  13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Urusan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 319); 

  14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Urusan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1319);  

  15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Urusan Kepegawaian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1819); 

  16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 

Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, 

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, 

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah 

sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang 

selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan 

kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan 

kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. 

3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut 

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang 

mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya 

disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi 

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah 

provinsi. 

5. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah 

badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah kabupaten/kota. 

6. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya 

disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang 

dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk 

mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di 

wilayah kecamatan atau nama lain. 

7. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya 

disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh 
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Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di 

luar negeri. 

8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 

diterima oleh lembaga negara, Pemerintah daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 

organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

9. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara 

langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan 

selama jangka waktu tertentu. 

10. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaanya 

tinggi dan/atau terus-menerus.  

11. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya 

telah menurun.  

12. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang 

wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.  

13. Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi sekurang-

kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis 

Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang 

penetapan suatu jenis Arsip yang dimusnahkan, dinilai 

kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai 

pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.  

 

Pasal 2 

Jadwal Retensi Arsip digunakan sebagai pedoman dalam 

penyusutan dan penyelamatan Arsip Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melekat pada: 

a. Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk Arsip Bawaslu; 

b. Sekretariat Bawaslu Provinsi untuk Arsip Bawaslu 

Provinsi; dan 

c. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Arsip 

Bawaslu Kabupaten/Kota. 
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Pasal 3 

Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ditetapkan oleh Ketua Bawaslu setelah mendapat persetujuan 

tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. 

 

Pasal 4 

(1) Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 terdiri atas: 

a. Jadwal Retensi Arsip substantif; dan 

b. Jadwal Retensi Arsip fasilitatif. 

(2) Ketentuan mengenai Jadwal Retensi Arsip substantif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

(3) Ketentuan mengenai Jadwal Retensi Arsip fasilitatif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 5 

Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota 

dalam Peraturan Badan ini termasuk Panitia Pengawas 

Pemilihan Aceh dan/atau Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi 

Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di 

seluruh wilayah Provinsi Aceh. 

 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 

tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1869), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 7 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 22 Oktober 2020 

 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

ABHAN 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 27 Oktober 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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